
Menimbang

Mengingat

KOMISI PEMILIHAN T'MUM

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 29 lPW.Or I t5 / 2O2r

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KSIUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ([,embaran Negara

Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2

KoMts,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (21

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2O15 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka mendukung

Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,

sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan KPU

Provinsi Jambi, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit

Pengendalian Gratifrkasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Satuan Tugas

Unit Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

SALINAN
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2OO1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a25Ol;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur

Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan [.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 ter:rtang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 169);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 142, Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

48eo);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2Ol2 tentang

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2Ol2-2O25 dan Jangka

Menegah Tahun 2Ol2-2O14 (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor L22l;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6O Tahun 2Ol2 teilang
Pedoman Pembangunan 7-ona Integitas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan

Pemerintah Daerah;

4

5

6

8
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Memperhatikan:

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2Ol2 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentalrg T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

t2361;

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

945lPW.Olllll202l tanggal 13 Oktober 2021, Perihal

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifrkasi di

Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Tahun

20211'

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI.

Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifrkasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

KESATU

Menetapkan
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KEDUA

sebagaimana tercantum dalam L,ampiran I Keputusan y€ulg

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Satuan T\-rgas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai

T\rgas dan Wewenang, meliputi:

a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan

penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian

Gratifrkasi dari Jajaran KPU se-Provinsi Jambi;

b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan

laporan pemberian Gratifrkasi kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU,

untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifrkasi dan usulan

kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris

Jenderal KPU;

d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi

aturan Gratifrkasi kepada pihak internal dan eksternal di

Lingkungan KPU se-Provinsi Jambi;

e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;

f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status

Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi;

g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu

dan/atau setiap Jajaran KPU se-Provinsi Jambi terkait
pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat

Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran

terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU se-Provinsi

Jambi, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan

Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan

i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang

disampaikan oleh setiap Jajaran KPU se-Provinsi Jambi

dan/ atau Pihak Ketiga.

Satuan T\rgas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai

KEDUA
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KETIGA

fungsi untuk:

a. melaksanakan program dan kegiatal pencegahan

Gratifikasi di Lingkungan KPU se-Provinsi Jambi;

b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal

pencegahan Gratilikasi di Lingkungan KPU se-Provinsi

Jambi;

c. menerima laporan penerimaan Gratifrkasi;

d. melakukan pemeriksaan dan verilikasi penerimaan

Gratifrkasi;

e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan

subjek pelaporan penerimaan Gratifrkasi;

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan

penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang

yang mudah rusak atau busuk.

g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifrkasi dari

Jajaran KPU se-Provinsi Jambi kepada UPG KPU setiap

menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

h. mengadministrasikan pelaporan dan/ atau penyetoran

Gratifikasi dari Jajaran KPU se-Provinsi Jambi;

i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang

perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan

Gratilikasi dan/ atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan

KPU se-Provinsi Jambi;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPC)

sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, dalam

kegiatan pengendalian Gratifrkasi melakukan kegiatan:

a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Keda

mencantumkan ketentuan larangan penerimaan,

pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap

pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa,

kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan

pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan

Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada

Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;

b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU se-

Provinsi Jambi dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya
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KEEMPAT

Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;

c. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di

Lingkungan KPU Provinsi Jambi untuk mensosialisasikan

peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi

kepada seluruh pihak terkait.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, menjalankan

Prosedur Penanganan Laporan Gratifrkasi, sebagaimana

berikut dibawah ini:

a. Penerima dan Penolak Gratilikasi harus melaporkan

kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari ke{a sejak

tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dengan

menggunakan formulir Model PG-1, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

b. UPG melakukan reviu laporan penerimaan atau

penolakan Gratilikasi dan menyampaikan usulan

pen€rnganan laporan Gratifrkasi kepada Sekretaris

Jenderal KPU paling lambat 7 (tujuh) hari ke{a sejak

laporan penerimaan atau penolakan Gratifrkasi diterima;

c. UPG melalui Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

d. Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan

Penerimaan Gratilikasi dan l,embar Rekapitulasi

Penanganan dengan menggunakan formulir Model PG-3,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

e. Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG

setiap bulan dengal menggunakan formulir Model PG-4,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Graffikasi (UPG)

sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU,

menyampaikan Laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, antara lain:

KELIMA
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KEENAM

a. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan

b. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan

pemberian Gratihkasi dengan menggunakan formulir

Model PG-S.

Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU menyampaikan laporan

pengendalian Gratifikasi terkait proses audit/pemeriksaan

yang menjadi tugas fungsinya dengan menggunakan formulir

Model PG-2 kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berkala

setiap 6 (enam) bulan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal l) Oktober 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd
H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

LIHAN UMUM PROVINS1 JAMBI
, Teknis dan Hupmas,

*
Deddy

I



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMoR 29 I Pw.ot I ts / 2o2r

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

SATUAN TUGAS (SATGAS) UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN DALAM

SATGAS UPG

1 H. M. Subhan Ketua KPU

Provinsi Jambi

Pengarah

2 Apr,izal Anggota KPU

Provinsi Jambi

Pengarah

Ahdiyenti Anggota KPU

Provinsi Jambi

Pengarah

4 Nurkholik Anggota KPU

Provinsi Jambi

Pengarah

5 Suparmin Anggota KPU

Provinsi Jambi

Pengarah

6 H. Khoirul Bahri Lubis Sekretaris KPU

Provinsi Jambi

Ketua

7 Deddy Herawan Kepala Bagian
Hukum, Teknis dan

Hupmas

Sekretaris

8 H. Kazirrr Kepala Bagian
Keuangan, Umum dan

Loeistik

Anggota

I Dian Marianni Kepala Bagian
Program & Data,

Organisasi dar SDM

Anggota

10 Abdul Azlz Kepala Sub Bagian
Program & Data

Anggota

11 M. Ikhsan Kepala Sub Bagian
Organisasi dan SDM

Anggota

12 Dian Asmara Kepala Sub Bagian

Umum dan Losistik

Anggota
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Sa-linan sesuai dengan aslinya

MILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
, Teknis dan Hupmas,

I

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd
H. M. SUBHAN

13 Agung Nugroho Kepala Sub Bagian

Teknis dan Hupmas

Anggota

t4 Ratna Juw"ita PIt. Kepala Sub

Bagian Hukum

Anggota

15 Adi Susanto Plt. Kepala Sub

Basian Keuangan

Anggota

,



FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 22 I Pw.Ot I rs I 2O2t

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

LAPORAN PENERIMAAN/ PENOLAKAN GRATIFIKASI.

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI

PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI JAMBI.

LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN

PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK

LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN

PEMBERIAN GRATIFIKASI.

1. MODEL PG-l
2. MODEL PG-2

3. MODEL PG-3

4. MODEL PG-4

5. MODEL PG-s
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MODEL PG.I

LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAXAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA

Nama Pelapor / Penerima

Unit Kerla / Jabatan

No. lnduk Pegawai

No Kontek HP: Telp: Email

OATA PEMBERI

Nama Pemberi

Jabatan / Pekerjaan

AIamat

Hubungan pemberi dengan
Pegawai dan penyelenggara
negara/lnstansi/Lembaga

Mitra Kerja Pihak Ketiga Penyedia barang &jasa

Anak
Perusahaan

Lainnya

No. Kontak HP: Telp. Emaill

URAIAN PENERIMAAN

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada Unit Pengendalian
Gratifikasi selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik
lnstansi/Lembaga/Lainnya.

(Tempat) ..........

Tanda Tangan

(Nama Pelapor)

(tanggal/bulan/tahun pelaporan)

Gedung/
Lantai/
Ruangan/
BloU RT/RW

Tempat
Penerimaan

KeUKedKab
ftota

PukuUHari
Waktu
Penerimaan TanggaUBln /

Thn
Dalam
Kegiatan

Promosi Kedanasan Sereftonial LainnyaUraian
Kegiatan
(Penerimaan
dalam rangka)

Uraian
Kegiatan
Bentuk
Gratifikasi
Jumlah/
Kuantitas

Uraian
Gratilikasi
yang diterima

Nilai
Gratifikasi

Rp.

Ada / Tidak
)1 Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas

Ad. ,/ Tidak
)2 Surat Undangan Dinas

3.
Ada / Tidak
,)

4.
Ada / Tidak
,)

Kelengkapan
Dokumen
Pendukung

5.
Ada / Tidak
')

Ya

Tidak

Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan
Akomodasi
Biaya (kl,usus
peneimaan
dalam
kedinasan)

IIIIII
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MOOEI, PG.2

LAPORAX PEXGEXOALIAII GRATIFII(ASI
DEVISt : AUOlT I}ISPEKTORAT SEKRETARI,AT JEI{OERAL KOMISI PEIIILIHAN UI'UiI
PERIOOE

S.susi d.n$n Pc(ba'!.n PcbfirrBan tiFEm Pengcndrfrn Gralrf(r3i. padr p.or6 Audt ,
peor€r*s3an d Lhclomgsr Korllbi P.rtrlhsr Umw (olt*ri ln&pandan Pemi$rn droegr ,ni
mefiyrtnkan Jabagd bartut

No Ur3l3n Peng€ndJlBn Gratlfk3si
Ch€.l Lisr
Pemyiti3n

Keten!.,,!n pada Pclst3anaan Sbicfli Pattga.rdaln Gralifilai
hhususnya menC€nai hranoan pao€rimaar giratld€si talah dbarnpafun
9eca6 lisan st3ugun tert [3 tepadi aualitae dm 3tateholder laiuya
dalam se{ra9 pros€s audut€merittaao gada paairda hrtari ili.

Ya

I--lrid3r
2. Tenlagat penerinawr grafrasi yang b.r:rd tid* rrsrlli dd3n bfit*

uing. bafrn!. tiiiliLs. ar.upun p.{r.dm:sr gfistilt(3ji y.ng b.Grrt
kedin3sifl drlarn ben ( i.rruJr maltn pada 3ad pjosas andl/
p€med(saan ([ liu&ungan intanral sa*crlkEtsnsi/Larfibaea prda
p€rbde brran hi

Yi

ll*
3. At.rs ErFdiny. p.riarimasn orrtifl(.3i tCrh diLpo.t.i kapr& Uat

Peng€ndalian G(3rifl(rsi Frline frmbct 7 (t iuh) hsri fe.ia s€jr*
orstfllsi dit rina (di, *. h.d.o, o.mria. d.trfik e')

Y.
Tidd(

Tefrh h.jadi ecllobfr.r pcn .inian grati*li tarLat pror.i
p€m€.*rsarrsrdt di SrEftunCEn i arnd :atarrlnrLntfLarnbre! drn
slas perElal.n t rs.bin Eldr dlspo.t.n fcerds Urfl P.ngsrd.br
Grslif*asi Trd.t

Oeml(hn Lpo.lr pa.ref,tldagan eraffiagi perb& hdan ini trni s.mp*r'i 3aba0ai bqian dsri Wryr
.fettivita3 pelatsao.sr fgram paogcndafui grriif{olJi (, h6r.&r't Salscfari[ Janderd t(drit
Pernilhan Umldn,

?0.......
INSPEKTORAT SEKRETARTAT JENOERAL KOXISI PEUILT{AIiI UMU

(

tr

il. Y3
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MODEL PG.3

LEMBAR PEITYERAHAIT DAN REKAPITI'LASI PEITANGANAN ATAS
PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVIISI JAMBI

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

( Nama Jelas )

No Pelapor Pemberi Pemberian

Nama Jabatan Nama
Jabatan /
Hubungan

Bentuk
Nilai
Eq.
Rp.

Tanggal
Pelaporan

Jenis,/
Benluk

Penerimaan

Nilai
Eq.
Rp.

RefTanggal
Penerimaan

IIIIII

IIIII II
I

tl

tt--T---
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MOOTL PG4

UN'I PEI{GEI{OAIlAT GRANFIKASI

{!!E!sLr}

Pt'tqllF€rliifJlP€{Iteri F€naanJrNo Pei4r
Ref

tr6*
dp(o*3 lElJEi P€iS(

ffihf
Lri'l

pereprr
NrI\r &bon'

ltlhrgIt Ei{lni Meq
Rptlyr\r

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IT

LEUEAR REXAPITULASI NNDAI( LAXJUI PELAPORAX PETERITA^'I 6RAIIfIXASI
Ot LNGXUII6AX KO ISI PEIILIHAII UUUTIJXOTEI IIIDEPEXOEH PEIIII.IHAX

J$rrr



Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
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MODEL PG.s

NOTA DINAS

Sekretaris Jenderal komisi Pemilihan Umum
Unit Pengendalian Gratifi kasi

1 (satu) berkas
Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, dan
Pemberian Gratifikasi.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami
sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan,
Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

No

Tempat
Penerimaan

Penerima
/Pelapor

Hubungan
Pemberi

BentuUJenis
Gratifikasi

Kegiatan
dalam rangka
Penerimaan

Penetapan
Pemilikan

Waktu
Penerimaan

Jabatan Pekerjaan Nilai (Rp)
Penanganan
Pelaporan

Penerimaan

Tindak Lanjut
Pemanfaatan

2. Penolakan PenerimaanGratitikasi/Fasilitas

Oemakian kami sampaikan terima kasih
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Tanda tangan

(Nama Jelas)

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal (! Oktober 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRE"TARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd
I g. M. SUBHANI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMB

, Teknis dan Hupmas,

Tempat
Penolakan

Pelapor/Pemberi
Gratifikasi

Hubungan
Penerima

BentuU Jenis
Gratifikasi Kegiatan dalam

rangka penerimaan
yang ditolak

Waktu
Penolakan Jabatan Pekerjaan Nilai (Rp.)

Tempat
Pemberian

Pelapor/
Pemberi

Gratifikasi

Hubungan
Penerima

BentuU
Jenis

Gratifikasi

Kegiatan Dalam
Rangka Pemberian

Pemberian
sah /tidak sahWaKu

Pemberian Jabatan Golongan
Penerima

Anggaran pembiayaan
pemberian

De

kum

3. PemberianGratifikasi

No.

No.

Nilai (Rp)

...\-


